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ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN PPN PADA PT PLN INDONESIA
POWER UBP SURALAYA SEBAGAI WAJIB PUNGUT SESUAI
KMK NOMOR.30/KMK.03/2021

Oleh : Niken Ardiana Listy

Tujuan penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui penerapan
PPN pada PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya sebagai wajib pungut sesuai
pada KMK Nomor.30/KMK.03/2021 dan untuk mengetahui kendala apa yang
terjadi dalam penerapan PPN pada PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya sebagai
wajib pungut sesuai pada KMK Nomor.30/KMK.03/2021. Metode yang digunakan
dalam Penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah metode deskriptif. Jenis data yang
digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dengan
metode wawancara, metode studi pustaka, dan metode dokumentasi. Hasil Laporan
Tugas Akhir ini menunjukan bahwa penerapan PPN pada PT PLN Indonesia Power
UBP Suralaya sebagai wajib pungut yang telah dilakukan sudah sesuai dengan
Keputusan Menteri Keuangan KMK Nomor.30/KMK.03/2021. Namun terdapat
kendala saat pembuatan dan pengunggahan faktur pajak terjadi kegagalan atau
reject yang disebabkan oleh gangguan jaringan internet.

Kata Kunci: Penerapan PPN Sebagai Wajib Pungut, KMK
Nomor.30/KMK.03/2021, Pemungutan, Penyetoran
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ABSTRACT

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF VAT AT PT PLN INDONESIA
POWER UBP SURALAYA AS A MANDATORY COLLECTION ACCORDING
TO KMK NUMBER.30/KMK.03/2021

By : Niken Ardiana Listy

The purpose of writing this Final Assignment Report is to find out the
implementation of VAT at PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya as a mandatory
collector according to KMK Number.30 / KMK.03 / 2021 and to find out what
obstacles occur in the implementation of VAT at PT PLN Indonesia Power UBP
Suralaya as a mandatory collector according to KMK Number.30 / KMK.03 / 2021.
The method used in writing this Final Assignment Report is a descriptive method.
The types of data used are primary data and secondary data. Data collection
methods using interview methods, literature study methods, and documentation
methods. The results of this Final Assignment Report show that the implementation
of VAT at PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya as a mandatory collector that
has been carried out is in accordance with the Decree of the Minister of Finance
KMK Number.30 / KMK.03 / 2021. However, there were obstacles when making
and uploading tax invoices, failures or rejections occurred due to internet network
disruptions.

Keywords: Implementation of VAT as a Collector, KMK Number.30/KMK.03/2021,
Collection, Deposit
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BAB | PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya tujuan dari setiap perusahaan adalah mampu mempertahankan
kinerja baik dalam jangka waktu panjang maupun pendek dengan cara
memaksimalkan pendapatan, mengusahakan perkembangan, dan menjamin
kelangsungan hidup perusahaan. Keberhasilan setiap perusahaan untuk mencapai
tujuan utama terletak pada kinerja operasional perusahaan yang tidak terlepas dari
pajak (Asmadi, et al. 2020).

Sektor pemasukan negara yang merupakan sumber penerimaan dalam negeri
salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) merupakan jenis pajak yang dibebankan atas konsumsi barang dan jasa di
dalam daerah pabean oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah
menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sehinga yang memiliki kewajiban untuk
pemugutan, penyetoran, dan pelaporan PPN adalah para penjual. Namun, pihak
yang membayar PPN adalah konsumen akhir dengan dikenakan tarif sesuai dengan
peraturan yang berlaku dan ditetapkan oleh pemerintah (Sholikha & Suryarini,
2024:179).

Adapun besaran tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Menurut Undang-
Undang Nomor. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)
tarif PPN resmi menjadi 11% sedangkan tarif sebelumnya hanya 10% kenaikan
PPN ini mulai berlaku padan tahun 2022. Upaya kenaikan tarif PPN ini

berdasarkana revisi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).



Maka tarif PPN naik perlahan dari 10% sampai ke 11%.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengambil peran sebagai kontribusi BUMN
dalam pemungutan, penyetoran, dan pelaporan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
ke kas negara. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah jenis pajak tidak langsung,
karena pajak tersebut disetor oleh pihak yang bukan penanggung pajak atau,
penanggung pajak tidak menyetorkan langsung pajak yang ditanggung.
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia (KMK) Nomor
30/KMK.03/2021, pihak yang ditunjuk sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) dalam pernyataan pertama diwajibkan untuk melakukan pemungutan,
penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan
Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pelaksanaan tugas ini
harus sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor
8/PMK.03/2021, yang mengatur tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Penjualan
atas Barang Mewah (PPnBM) oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan
perusahaan tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) sebagai Pemungut PPN.

Wajib Pungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan mekanisme yang
bertanggung jawab untuk memungut dan melaporkan PPN, saat ada nya transaksi
penyerahan barang/jasa kena pajak (BKP/JKP) dari Pengusaha Kena Pajak (PKP)
kepada intansi yang memiliki wajib pungut, maka PPN akan dipungut oleh intansi
yang bersetatus wajib pungut dan tidak lagi dipungut oleh PKP penjual. Setelah

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipungut oleh BUMN yang berstatus Wajib Pungut



(WAPU), maka Pengusaha Kena Pajak (PKP) penjual tidak dapat lagi menerbitkan
faktur pajak untuk transaksi tersebut karena kewajiban pemungutan pajak telah
berpindah tanggung jawab kepada instansi yang memiliki status Wajib Pungut
(Imam, 2023:3)

PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya merupakan perusahaan yang bergerak
pada bidang pembangkit tenaga listik, dan sebagai penyedia jasa operasi dan
pemeliharaan pembangkit listrik yang mengoperasikan pembangkit di Indonesia.
Indonesia Power juga termasuk perusahaan pembangkit listrik terbesar di Indonesia
dengan menggunakan batubara sebagai bahan bakar utama yang merupakan sumber
energi premier kelima di samping energi air, minya bumi dan panas bumi. PT PLN
Indonesia Power UBP Suralaya telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
(PKP) sehingga wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Perusahaan ini merupakan salah satu anak perusahaan dari Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), yaitu PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya telah ditetapkan
sebagai wajib pungut yang seharusnya dipungut atas Pajak Pertmbahan Nilai
(PPN), namun justru memungut PPN. Menurut Keputusan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 30/KMK.03/2021 menetapkan perusahaan tertentu
yang dimiliki secara langsung olen BUMN sebagai pemungut PPN. Pemungut PPN
diwajibkan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan sendiri PPN/PPnBM atas
pembelian atau penerimaan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP)
sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2021. Dengan
adanya peraturan penetapan perusahaan tertentu yang dimiliki negara sebagai

pemungut PPN maka PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya memiliki bukti



bahwa perusahaan tersebut sebagai Wajib Pungut (WAPU) pemungut PPN.

Menurut pengamatan, masalah yang terjadi di PT PLN Indonesia Power UBP
Suralaya karena adanya beberapa kendala atau hambatan dalam pemungutan, dan
penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kendala tersebut terjadi ketika
mengupload dan membuat faktur pajak keluaran maupun pajak masukan yang
menggunakan aplikasi Tarra e-Faktur sebagai pihak ketiga dalam proses
pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dimana gagal/reject
atau kesalahan dalam menginput data faktur pajak hampir sering terjadi sebab
koneksi internet yang kurang stabil membuat server down dan menghambat proses
pemungutan, dan penyetoran.

Berdasarkan keterangan — keterangan diatas dan ditambah pengalaman yang
sudah didapatkan dari PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya, penulis tertarik
untuk membuat laporan tugas akhir yang berjudul “ANALISIS PENERAPAN
PPN PADA PT PLN INDONESIA POWER UBP SURALAYA SEBAGAI

WAJIB PUNGUT SESUAI PADA KMK NOMOR.30/KMK.03/2021”.

B. Rumusan Masalah Penulisan Tugas Akhir
Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan sebelumnya, Adapun
yang menjadi rumusan masalah dalam tulisan ini adalah:
1. Bagaimana penerapan pemungutan PPN atas pajak masukan dan pajak
keluaran pada PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya?
2. Bagaimana penerapan penyetoran PPN pada PT PLN Indonesia Power
UBP Suralaya?

3. Bagaimana kendala dalam penerapan PPN pada PT PLN Indonesia Power



UBP Suralaya sebagai wajib pungut sesuai dengan KMK

Nomor.03/KMK.03/20217?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemungutan PPN atas pajak masukan dan
pajak keluaran pada PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya

2. Untuk mengetahui bagaimana penyetoran PPN pada PT PLN Indonesia
Power UBP Suralaya

3. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam penerapan PPN pada PT PLN
Indonesia Power UBP Suralaya sebagai wajib pungut sesuai dengan KMK

Nomor.03/KMK.03/2021

D. Manfaat

Manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan ini adalah:

1. Manfaat Akademik melalui penulisan ini penulis berharap agar tugas akhir
yang disusun ini dapat dijadikan salah satu referensi bagi penulis-penulis
lainnya upaya mengembangkan peneulisan penerapan PPN sesuai dengan
KMK Nomor 30/KMK.03/2021

2. Manfaat bagi perusahaan melalui penulisan ini diharapkan dapat
memberikan ilmu pengetahuan mengenai penerapan PPN sesuai dengan
KMK Nomor 30/KMK.03/2021

3. Manfaat bagi mahasiswa melalui penulisan ini diharapkan dapat

menambah informasi, menambah ilmu pengetahuan dan wawasan



mengenai penerapan PPN sesuai dengan KMK Nomor 30/KMK.03/2021.
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